
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retrlbusl Daerah (Lernbaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. U~dang-undan9 Nomor 23 Tahun 19.97 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Nagara Republlk Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negars Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 !entang Perimbangan
Kewenangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 199.9 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Palembang yang
berwawasan lingkungan sebaqal upaya dasar dan berencana dalam
mengelola sumber daya secara bijaksana unhJk pembangunan yang
berkesinambungan guna meningkall<an mutu hldup, perlu dijaga
keserasian antar berbagal usaha dan atau kegiatan;

b. bahwa setiap usaha dan atau keglatan pada dasarnya menimbulkan
dampak lerhadap lingkungan hidup yang perlu dlanalisa sejak awal
perencanaannya, sehingga langl<ah pengendalian dampak negatif dan
pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin,

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b. seialan dengan Keputusan
Menleri Llngkungan Hldup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenls Rencana
Usaha dan atau Kagiatan Yang Wajib Dllengkapi DengBn Analisis
Mengenai Dampak Ungkungan Hldup, Keputusan Menteri Llngkungan
Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkllngen
Hidup dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000
ten(ang Kevlenangan Pemerintah Kota Palembang, perlu menetapkan
pengaturan dan pemungutan retribusi terhadap jenis usaha dan atau
kegialsl1 yang wsllb dilengkapi kallan IIngkungan dengan Peraturan
Daerah Kota Palembang.

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tfngkat " dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1821);

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI BAGI JENIS USAHA DAN ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI KAJIAN LlNGKUNGAN

DENGAN RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

Menglngat

Menim'bang



DalamPeraturanDaerahIni yang dimaksuddengan:

1. DaerahadalahKola Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah

Otonomyang lainsebagaiSadanEksekutifDaerah.
3. Kep~laDaerah adalahWalikotaPalembang.
4. B.a?an Pengendalian Dampak Lingkungsn Daerah yang selanjutnya

dlsrngkat6apedaldaadalahBapedaldaKota Palembangsebagai instansi
yangbertugasrnengendalikandampaklingkungan.

5. KepalaBapedaldaadalahKepalaBapedaldaKotaPalernbang.
6. Pengelolaan Ilngkungan hidup adalah upaya terpadu dalam

pema~faatan. penataan. pemeliharan, pengawasan. pengendanan.
pemulihandanpengembanganIIngkunganhidup.

PasaJ1

BABI

KETENTUANUMUM

Menelapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN
DANRETRISUSIBAGIJENISUSAHADANATAU KEGIATANYANGWAJIB
DILENGKAPJKAJIANLlNGKUNGAN.

DeWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAHKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Dengan Persetujuan

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang
KewenanganPemerintahKotaPalembang;

11. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 3 Tahun 2001 lenlang
Pembenlukan,Kedudukan.Tugas Pokok, FungsiDan StrukturOrganisasi
LembagaTeknisDaerah.

7. PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 1999 tentangAnalisis Mengenai
DampakLingkunganHidup (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun
19.99Nomor591, Tarnbahan LembaranNegaraNomor3838):

8. Peraturan Pemerinlah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangsn Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lernbaran NegaraRepubllk IndonesiaTahun 2000 Nomor 54, Tambahan
LembaranNegaraNomor3952):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tantang Retibusi Daerah
(Lembsran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119.
TambahanLembaranNegaraNomor4139):

6. Undang-undangNomor34 Tahun 2000 tentang PerubahanAtas Undang
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 246
Tambanan l.embaran NegarsNornor 4048);
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7. Kajlan 1ingkungan adalah kajian untuk menetapkan upaya p~ngelolaan
dan pernantauan Iingkungan rencana usaha dan atau keglatan yang
menimbulkan dampak terhadap lingk-ungan hidup, melipuli A~-.A..DAL,
UKL-UPL dan SPPL .

8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan HldlJp yang selanjutnya disingkal
AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha dan
ateu kegtatan yang direncanakan terhadap IIngkungan hidup, yang
dlperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

9. Anatisis mengenai dampak lingkungan keglelan terpadu atau mulU sektor
adalah hasil studi mengenai dampak panting usaha dan alau kegiatan
yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidtJp dalam setu
kesatuan hamparan ekosislem dan melibalkan kewenangan lebih dari
salu instansl yang bertanggung jawab.

10. Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasll studi
mengenai dampak penting usahe dan atau keglatan yang direncanakan
terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparen ekos!stem
dan mellbatkan kewenangan lebih dari satu Instans! yang bertanggung
[awsb.

11. Anallsis mengenai dampak fingkungan regional adalah hasil studl
mengenaidampakpenting usaha dan atau kegiatan yang terpaduyang
dlrencanakanteihadap IingKungenhidupdalamsatu kesatuanhamparan
ekosisternzona rencanapengembanganwilayahsesual denganrencana
umurn tala ruang daerah dan melibatken kewenangan labih dari satu
instansiyangbertanggungjawab.

12. KerangksAcuan adalah ruang lingkupkajian analisismengenaidampak
Ungkunganhidupyangmerupakanhasil pelingkupan.

13. PeUngkupanadalsh proses pemusalan sludi pada hal-hal penting yang
berkallandengandampakpanting.

14. Analisis Dampak LlngkunganHidUPyang selanjutnyadisingkal ANDAL
adalah telaah secara cermat dan mendalamtentangdampakbesar dan
pentingsuaturencanausanadanatau ~egialan.

15. RencanaPengelolaanLingkunganHidl.lpyangselanjutnyadlsingkat RKl
adalah upaya pananganan dampak besar dan penting terhadap
lingkungan hldup yang ditirnbulkanakibat dari rencana usaha dan atau
kegietan.

16. RencanaPemanlauanLingkunganHidupyang selanjulnyadisingkatRPL
adalah upaya pemanlauan komponen lingkungan hidup yang terkena
dampakbesardan pentlngakiba!dari rencanausahadan ataukegialan.

17. Upaya PengelolaanLlngkunganHidup yang selanjutnyadisingl(at UKL
adalah upaya yang dilakukandalam pengelolaan lingkunganhidup oleh
penanggungjawab usahadan atau kegiatanyang tidak wajib melakukan
AMDAL.

18. Upsya PemantauanLingkunganHidup yang selanjutnya dislngkat UPL
adalah upaya yang dilakukandalsm pengelolaanlingkunganhidup oleh
penanggungjawab usahadan atau kegiatanyang tidak wajib melakukan
AMDAL

19. Surel Pemyataan Pengalolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat
SPPL adatah Sural Keterenganyang dikeluarkanoleh Bapedaldauntuk
pengelolaan IIngkunganhidup oleh penanggungjawab usaha dan atau
keglatanyangUdakwajlbmelakukakanAMDAL,UKL-UPL

20. Pemrakarsaadalah orang alau badan hukum yang bertanggungjawab
alas suatu rencanausahadan ataukegiatanyangakandllaksanakan.

21. Instansi yang berwenangadalah instanst yang berwenangmemberikan
keputusanIzin rnelakukanusahadan ataukegiatan.
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22. lnstansl yang bertanggung [awab adalah instans! yang berwenang
memberikan kepufusan kelayakan IIngkungan hidup di Daerah.

23. Inslansi yang rnernbidangi usaha dan atau kegiatan adatah instansi yang
mernbtna secara teknis usaha dan atau ~egiatan dimaksud.

24. Komisi penilai adalah Komlsi Penilai Daerah yang bertugas menilai
AMDAL, UKL, UPL dan Rekomendasi di Daerah.

25. Instansl teknis yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup
adalah instansi yang bertanggung jawab dlbidang pengendalian dampak
!ingkungan hidup.

26. Retr1busl pelayanan kajian lingkungan hidup yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah biaya yang dlpungul atas pelayanan kajian IIngkungan
hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh
pemrakarsa.

27, Retribusi Perizinan Tertenlu adalah retrlbusi atas kegialan tertentu
Pemerinlah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau
badan yang dimaksudkan unluk pembinaan, pengaluran, pengendaJian
dan pengawasan atas kegiatan pemanfaalan ruang, penggunaan sumber
deya alam, barang, prasarana, sarana atau faslIllas tertentu guna
melindungl kepentlngan umum dan menJaga kelestarian lingkungan.

28, Wajib Retribusi adalah orang yang menurul peraluren perundang
undengan retrlbusl dlwajlbkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

29. Masa Relribusi adalah sualu jangka waktu lertenlu yang merupakan
batas waktu bagl wajib retribusl unluk memanfaalkan lempat khusus
relribusi.

30. Sural Pendaflaran Obyek Relribusi Daerah yang selanjutnya dapat
dislngkal SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajlb retribusl
untuk melaporkan obyek relribusi dan wajib retribusi sebagai dasar
penghilungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurul peraturan
perundang-undangan retribusi Daerah,

31, Surat Ketetapan Retrlbusi baerah, selanjul"ya disingkal SKRD, adalah
sural kepulusan yang menentukan besarnya jumlah retnbusl yang
lerhulang.

32. Sural Ketetapan Relrlbusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjulnya
disingka! SKRDKBT adalah Sural Keputusan yang menentukan
tambahan atas jumlah relribusi yang telah dilelapkan.

33. Sural Ketetapan Relr1busi Daerah Lebih Bayar selanjutnya djsingkat
SKRDLB adalah Sural Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retnbusl karena jumlah kredit retribusl lebih besar dari
retribusl yang leMang alau seharusnya tldak terulang.

34. Surat Taglhan Retribusi Daerah selanjutnya dlsingkat STRD adalah sural
unluk melakukan tagihan retrious! dan atau sanks! adrnlnlstras! berupa
bunga dan alau denda.

35. Sural Keputusen Keberalan adalah surat keputusan atas keberatan
lerhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Relribusi.

36. Pemeriksaan adatah serangkaian keglatan untuk meneari,
mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya daiam
ranqka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah
berdasarkan peraluran perundang-undangan retribusl Daerah.

37. Penyidikan Tindak Pidana di Bidanq Retribusi Daerah adalah
serangkaian tlndakan yang dilakukan oleh Penyldlk Pegawai Negeri Sipil
yan~ selanlutnya ~i~ebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukb, dengan buktl ItU membual terang tindak pidana dibidang retribuSi
Daerahyang terjadisertamenemukantersangka.



Pasal6

(1) AMDAL merupakan bagian keglatan studi kelayakan rencana usaha dan
atau kegiatan.

(2) Has.iI anallsis mengenal dampak lingkungan hidup digunakan sebagal
bagIan perencenasn pembangunan wllayah.

(3) P.enyusunan an~lisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat
dilakukan meialUl pendekatan stUdi terhadap usaha dan atau kegietan
tunggal, terpadu alau kegiatan dalam kawasan.

BABIII
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LlNGKUNGAN

HIDUP ( AMDAL )

(1) Setlap permohonan lzln melakukan usaha dan atau kegialan. pernrakarsa
harus melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hldup suatu usaha
dan atau kegiatan, yang dikeluarkan oleh I(epala Daerah,

(2) Kepulusan kelayakan IIngkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, harus dilaksanakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
usaha dan alau k.egiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa.

Pasal5

(1) Apablla pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan atau kegialan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan baglan yang
tldak terpisahkan dengan Peraturan Daerah inl, pernrakarsa wajib
membuat AMDAL.

(2) Terhadap jenis usana dan atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagisn yang Udak terplsankan dengan
Peraturan Daerah Inl. pemrakarsa wajlb membuat UKL-UPL .

(3) Terhadap jenis usaha da... atau kegiatan yang tldak termasuk dalarn
Lampiran 1 dan Lampiran II Peraturan Daerah InI, pemrskarsa wajib
membusl SPPL

Paaal4

Maksud dllakukannya penelapan usaha dan atau kegiatan wajib dilengkapi
AMDAL. UKL-UPL dan SPPL. adalah agar pengelola usaha dan alau
kegialan mempunyai pedoman pengawasan dan pengendailan dampak
negaUf dan pengembangan dampak positlf terhadap lingkungan hidup.

Pasat3

Tujuan diletapkannya usaha dan atau kegialan wajib dilengkapi AMDAL.
UKL· UPL dan SPPL sebagaimana dlmaksud Pasal 2 Peraturan Daerah inl.
adalah sebagai langkah pengawasan dan pengendalian dampak negatif dan
pengembangan dampak positif agar dapst dlpersiapkan sedini mungkin.

Pasal2

MAKSUD DAN TUJUAN

BABII
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a. jumlah manusia yang akan terkena dampak;
b. luas wllayah perJuasan dampak;
C. mtensltas dan lamanya darnpak berlangsung;
d. b.anyaknya komponen Ii'ngkungan lainnya yang terkena dampak;
e. slfat kurnulatif dampak;
f. berbalik (reversibel) alau tidak berbaliknya (ireversibel) dampek.

(2) Pedoman mengenai penentuan dampak besar den pentlng sebagaimana
dimaksud aya! (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui
Bapedalda.

(1) Kriteria mengenai carnpsk besar dan penting suatu usaha dan atau
kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain;

Pasal8

(3) Jenis usaha dan atau kegialan sebagaimana dlmaksud ayat (2) Pasal ini.
dapat dilinjau kembali secara berkala sekurang-kurangnya sekali datarn 5
(lima) tahun.

C. Proses dan kegiatan yang secara potensiai dapal menimbulkan
pemborosan, peneemaran. kerusakan dan kemerosotan sumber daya
alam dalam pemanfaatannya.

d. Proses dan kegiatan yang hasllnya dapat mempengaruhi lingkungan
alam, lingkungan buatan dan lingkungan sosial budaya.

e. Proses dan keglatan yang hasllnya akan dapal mempengaruhi
pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan atau perlindungan
eagar budaya.

f. Inlroduksi jenis lumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik.

g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayatl.

h. Penerapan leknologi yang diperkirakan mempunyal potensl besar
untuk mempengaruhi Ilngkungan hidup.

I. Kegiatan yang rnernpunyai reslko tlnggl. dan alau mempengaruhi
pertahanan Negara.

(2) Jenls usaha dan atau kegiatan sebagaimana dlmaksud ayal (1) Pasal Ini,
yang wajib rnemillki AMDAL ditetapkan oleh Kepala Daerah selelah
mendengar dan memperhalikan saran pendapal dari instansi teknis yang
terkeit;

a. Pengubahan bentuk lahan bentang alam.

b. Eksploitasl sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak
terbaharul,

(1) Usaha dan atau kegiatan yang dimungkinkan dapat menimbulkan
dernpak besar dan penting lerhadap lingkungan hidup metiputi :

Pasal7



7

(3) UKl dan UPl wajib dllakukan oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan
dengan menggunakan formulir Islan yang diterbitkan oleh Bapedalda.

(4) UKL dan UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) Pass I Ini, dibuat oleh
pemrakarsa dan ditetapkan sena disahkan oleh Bapedalda.

(5) UKL dan UPL yang letah dlsahkan dapat ditinjau secara berkala
sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

(1) UKL dan UPL aoaian upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hldup olen penanggung jawab usaha dan atau
keglatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.

(2) Ketentuan lebih lanlut mengenal persyaratan dan kewajiban UKL dan
UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilelapkan oleh
Bapedalda.

Pasal11

BABIV

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN
UPAYA PEMANTAUAN LlNGKUNGAN HIDUP (UPL)

(3) Usaha dan atau keglalan yang sudah berjalan waJib melakukan audIt
lingkungan, ketentuan lebih lanJutditetapkan oleh Kepala Daerah

(1) Usaha dan atau keglatan yang akan dibangun di dalam kawasan yang
lelah dibuatkan AMDAL tldak diwajibkan membuat AMDAL lagi

(2) Usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayal (1) Pasal ini,
diwajibkan melakukan pengendallan dampak IIngkungan hldup dan
perl1ndungan fungsl lingkungan hidup sesuai dengan rencana
pangelolaan lingkungan hldup dan rencana pemantauan lingkungan
hidup kawasan.

(3) Apabila skala atau besaran suatu jenis rencana usaha da~ ~Iau keglata~
yang tidak tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah rru, akan tetapl
atas dasar pertimbangan IImiah mengenai daya dukung dan daya
tampung lingkungan serta tlpologi ekosistem sete:npat diper1<l:akan
berdampak penting tarhadap Iingkungan hidup, maka bagi jems usaha
dan alau kegiatan tersebut dapat dlletapkan oleh Kepala Daerah sebagai
Jenls dan atau kegiatan yang wajib dllengkapi dengan AMDAL.

Paaal9

(1) AMDAL sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini,
tidak perlu dibuat bagi rencana usaha dan atau kegialan untuk
menanggulangi suatu keadaan darural

(2) Kepala Daerah menetapkan lelah te~adlnya suatu keadaan darurat
setelah mendapat pertimbangan dari Bapedalda.

Pasal 10



(1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 14 Peraturan
Daerah inf, dinilai oleh Komisi Penilai bersama dengan pemrakarsa
untuk menyepakatf ruang lingkup kajlan ANDAL. RKL dan RPL yang
akan dilaksanakan.

(2) Keputusan atas penilaian Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, waJlb dlberikan oleh instansl yang bertanMung [aweb
dalam jangka waklu selambat-Iambalnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja
lerhitung sejak langgal diterimanya Kerangka Acuan sebagaimana
dlmaksud Pasal15 ayat (2) Peraturan Daerah Ini.

Paaal16

(1) Kerangka Acuan sebagaimana dlmaksud ayet (1) Pasal 14 Peraturan
Daerah fni. disampaikan oleh pemrakarsa kepada inslansi yang
bertanggung jawab melaluf Komisi Penilal,

(2) Komisi Penilei sebagafmana dimaksud ayat (1) Pasal iru, wajlb
memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan
menuliskan han dan tanggal dlterimanya Kerangka Acuan

Paaal 15

(1) Kerangka Acuan sebagai dasar pembualan ANDAL. RKL dan RPL
drsusun oleh pemrakarsa.

(2) Kerangka Acuan sebageimana dlmaksud ayat (1) Pasal ini. dlsusun
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal14

Paragraf Pertama
KERANGKA ACUAN

Bagian Pertama
AMOAL

BABVI

TAT/Ir LAKSANA

(1) Seliap [enls usaha dan atau kagfatan seagaimana dimaksud aya! (3)
Pasal 4 Peraturan Daerah ini wajlb membuat SPPL

(2) Formulir Isfan dan mekanlsme pengajuan SPPL sebagaimana dlmak~ud
aya! (1) Pasal ini. tercantum dalam Lampiran III yang merupakan baglan
tidak terplsahkan dengan Peraturan Daerah Ini.

Pasal13

(1) SPPL sebegaimana dimaksud Pasal12 Peraturan Daereh lni dibuat oleh
Pemrakarsa dan disahkan oleh Bapedalda.

(2) SPPL yang telah mendapatkan pengesahan berlaku selama 3 (Iiga) tahun
dan harus diperbaharui.

BABV

SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LlNGKUNGAN (SP~L)

Pasal 12
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Pasal21

(1) Apabila hasil penllalan Komisi Penilai menyimpulkan bahwa rencena
usaha dan atau kegiatannya tidak tayak lingkungan, Inslansi yang
berwenang dapst menotak permohonan Izln melakukan usaha dan
atau kegletan.

Instansi yeng bertanggung jawab menerbiLkan keputusan kelayakan
lingkungan hidup suatu usaha dan alau kegiatan sebagaimana dimaksud
ayat (2) Pasal 19 Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu setambat
lambatnya 75 (tujuh puluh lima) han ke~a terhitung sejak tanggat
diterimanya dokumen ANDAL, RKL dan RPL, lelah menerbitkan keputusan
ketayakan IIngkungan hidup .

Pasal20

a Dasar pertimbangsn dikeluarkannya keputusan Itu
b. Pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang

diajukan oleh warga masyarakat .

(1) ANDAL. RKL dan RPL dlnHal oleh Komisl Penllel.

(2) Komisi Penilai ANDAL, RKL dan RPL sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasat Inl, merupakan Inslansl yang bertanggung Jawab menerbilkan
kepulusan kelayakan lingkungan hidup soeiu usaha dan atau kegiatan

(3) Dalam kepuLusan kelayakan lingkungan hldup sebaqaimana dlmaksud
ayat (2) Pasal inl, wajib mencantumkan :

Pasat 19

(1) ANDAL. RKL dan RPL dlaJukan oleh pemrakarsa malalui Komisi Penilal.

(2) Komisl Penilal sebaglmana dlmaksud ayaL (1) Pasal ini, waiib
memberikan tanda bukll penerlmaan kepade pemprakarsa dengan
menullskan harl dan tanggal diterimanya ANDAL. RKL dan RPL
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal InL

Pasal18

Pemrakarsa menyusun ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan pedoman
Kerengka Acuan yang lelah mendapaLkan keputusan kelayakan lingkungan
dan Kepala Daerah.

Paaal17

ANDAL. RKL DAN RPL

Paragraf Kedua
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(3) Bapedalda mengesahkan UKL dan UPL kepada pemrakarsa paling
lambat 14 (empat belas ) han kerja sejak dilerimanya perrnohonan yang
lelah diperbaiki oleh pemrakarsa.

(2) Dalam hal lerdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam
formulir isian tentang UKL dan UPL yang memerlukan tambahan dan
atau perbaikan, pernrakarsa wajib menyempumakan dan atau
melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini, paling lambat 7 (tujuh) hari keda setelah diter!manya
permohonan tersebuL

Pasal25

(1) Berdasarkan formulir isian (entang UKL dan UPL sebagalmana dimaksud
pasal 23 Peraturan Daerah ini, Bapedalda wajib berkoordinasi dengan
inslansi yang membidangi usaha dan alau kegialan untuk melakUkan
pemeriksaan forrnullr isian tentang UKL dan UPL.

Formulir isian tentang UKL dan UPL sebagalmana dimaksud Pasal 23
Peraturan Daerah ini, berisikan informasi mengenal:

a. identitas pemprakarsa;
b. rencana usaha dan atau kegiatan;
c. dampak lingkungan yang akan te~adi;
d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup:
e. tanda tangan dan cap.

Pasal24

Pemrakarsa mengajukan forrnutir isian tentang UKL dan UPL kepada
Bapedalda.

Pasal23

Bagian Kedua
UKLrDAN UPL

Pasal22

Sallnan keputusan kelayakan AMDAL dlsampalkan oleh 8apedalda kepada
Inslansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan atau
kegiatan dengan tembusan Instansl tarkalt.

(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal Inl. adalah
sebagai berikul :

a.: Oampak besar dan panting negalif yang akan dltimbulkan oleh
usaha dan atau kegiatan yang bersang!o:utan lidak dapal
ditanggulangi oleh teknologi yang tersedla: dan atau

b. Siaya pananggulangan dampak besar dan penting nega!if lebih
besar darlpada manlaat dampak besar dan penting positif yang
akan ditimbulkan oleh usaha dan atau kegiatan yang
bersanqkutan.



II

Komisi Penilai berwenang rnenilal kajian lingkungan bagi jenis usaha dan
alau kegiatan yang bertokasi dalam Deerah.

Pasal30

(5) Komlsl Penitai UKL-UPL. dalam menJalankan tugasnya dlbanlu oleh
Tim Teknis darl maslng-masing Inslansi yang memberikan
pertlmbangan teknls alas formulir UKL-UPL

(6) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayal (5) Pasal ini,
menyerahkan hasll penilaiannya kepada Instansl yang bertanggung
[swab untuk dljadikan dasar kepulusan alas AMDAL dan UKL-UPL.

(1) Pembentukan. susunan anggota dan lala kerla Komisi Penilal
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasat ini,
berkedudukan di Bapedalda tardlrl dari unsur Bapedalda, Kesehalan.
Perguruan Tinggi. Lembaga Swadaya Masyarakal (LSM). Tokoh
Masyarakat dan unsur Inslansi lain yang dipandang perlu

(3) Komlsi Penilai sebagaimana dlmaksud ayal (1) Pasal 1m, mempunyal
tugas menllal AMDAL dan UKl-UPL.

(4) Komlsi Penilal AMDAl. dalam menjalankan tugasnya dibantu oteh Tim
Teknis dari masing-masing Inslansl yang membenkan pertimbangan
teknis alas Kerangka Acuan, ANDAL. RKL dan RPL.

Pasal29

Kelayakan lingkungan seliap usaha dan atau kegiatan ditelapkan oleh
Kepala Daerah setelah dinilai oleh Komlsi Penilal.

Pasal28

BABVII

KOMISt PENILA.1AMDAL. UKL DAN UPL

Pasat27

UKL dan UPl yang lelah ditetapkan oleh Bapedatda sebagaimana
dimaksud Pasat 25 ayat (3) atau Pasal 26 Peraturan Daerah ini.
disampaikan kepada inslansi yang berwenang sebagai dasar penerbilan lzln
metakukan usaha dan atau kegiatan.

Pasal26

Dalam hal permohonan UKl dan UPl Ifdak memerlukan perbalkan, mak~
Bapedalda wajib memberikan kelelapan paling lambal 14 (empat belas) han
kerja sejek dlterlmanya permohonan lersebut.
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(1) Keputusan kelayakan kajian Iingkungan hidup suatu usaha dan atau
kegiatan menJadi batal, apablla pemrakarsa memindahk.an Iokasl
usaha dan atau kegialannya.

(2) Kepulusan kelayakan kajian lingkungan hidup suatu usaha dan alau
kegiatan menjadi batal, apabila pemrakarsa merubah desain dan atau
proses kegiatsn dan atau kapasitas dan atau bahan baku dan alau
bahan penolong.

Pasal33

a. Kelayakan kajian Ilngkungan hidup yang lelah disetuJui dapat
sepenuhnya dipergunakan kemball; alau

b. Pemrakarsa wajib mambuat kajian IIngkungan baru sesuai dengan
ketentuan Peraturan Caerah ini.

(3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini,
inslansi yang bertanggung jawab memutuskan :

(1) Kepulusan kelayakan kajian lingkungan hidup suatu usaha dan atau
kegiatan dinyalakan kadaluarsa dan batal, apabila rencana usaha dan
atau kegiatan Udak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (liga) tahun
sejak diterbltkannya keputusan kelayakan terssbut.

(2) Apabila keputusan kelayakan kajian lingkungan hidup dinyatakan
kadaluarsa dan balal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka
untuk melaksanekan rencena usaha dan atau keglatannya,
pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan alas
kelayakan kajlan lingkungan hidup kepada instansl yang bertanggung
jawab.

Pasal32

Kadaluarsa dan Batalnya Keputusan
Kelayakan Kajian Lingkungan Hldup

BAB VIII

(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) Pasal 29
Peraturan Daerah inl, lerdirl dari :
a. Para ahU dad Instansi teknis yang membidangi usaha dan atau

kegiatannya.
b. Unsur 8apedalda.
c. Ahli lainnya yang diperlukan.

(2) Pembentukan, susunan anggota dan tata ke~a tim teknis
sebagaimana dirnaksud aya! (1) Pasal inl, dltetapkan olen Kepala
Daerah.

Pasal31
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a. Pengawasan dan evaluasi penerapan peraturen perundang
undangan dibidang pengelolaan fingkungan.

(2) 8apedalda setelah menerima laporan pelaksanaan pengelolaan
Ilngkunaan sebagaimana dlmaksud ayat (1) Pasal ini, mefakUkan :

(1) Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan wajlb menyampaikan laporan
pelaksanaan pengelolaan lIngkungan secara berkala minimal 3 (tiga)
bulan sekall kepada Bapedalda.

Paaal37

BABX

PENGAWASAN

(2) Lerr\baga pendidikan dan pelatlhan dibidang pengelolaan lingkungall
dilaksanakan selelah berkoordinasi dengan Bapedalda dan
memperhalikan sistem akreditasi sesuai dengan ketenluan yang
berlaku,

(1) Penyelenggaraan pendidlkan. pelatlhan dan pengembangan dibidang
pengelolaan IIngkungan dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan
Bapedalda.

Paaal36

(1) 8apedalda melakukan pembinaan teknis terhadap Komisi Penllal,

(2) Inslansi yang membidangi usaha dan atau keglatan. meJakukan
pembinaan teknts peJaksanaan pengelolaan dan pemantauan
IIngkungan hidup yang merupakan bagian dari izin yang dlkeluarkan
oleh instansi tersebut.

BABIX

PEMBINAAN

Pasal35

(2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan atau wajib
kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pernrakarsa
waJlb membuat AMDAl atau UKl dan UPl baru sesual dengan
ketentuan Peraluran Daerah ini.

(1) Keputusan kelayakan kajian IIngkungan hidup suatu usaha dan alau
kegiatan menjadi batal, apabila terjadi perubahan lingkungan hidup
yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain
sebelum dan pada wak1u usaha dan atau kegiatan yang barsanqkutan
dllaksanakan.

Pasal34
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(1) Semua dokumen AMDAL, saran, pendapat dan tanggapan warga
masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi penilai dan
kepulusan kelayakan Ungkungan hidup dari usana dan atau kegiatan
bersifat terbuka untuk umum.

(1) Warga masyarakat yang berkepentingan wajlb dilibatkan dalam proses
Penyusunan dan Penilaian Kerangka Acuan, ANDAL, RKL dan RPL

(2) Benluk dan tala cara keterlibatan warga masyarakat sebagaimana
dimaksud ayat (1) PasaJ ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah,

Pasal40

Pasal39

(5) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (3)
Pasal Ini, wajib dlperUmbangkan dan dikaJi dalam AMDAL.

(6) Tata cara dan ben!uk pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, serta lata cara menyampaikan saran, pendapat dan
tanggapan sebagaimana dlmaksud ayal (3) Pasal ini, ditelapkan oleh
Kepala Daerah.

(4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimans dimaksud ayat (3)
Pasal Inl, diaJukan secara lertulis kepada inslansi yang bertanggung
jawab.

(3) Dslam Jangka waklu 30 (Uga puluh) han kerJa sejak diumumkannya
rencana usaha dan atau keglatan sebagalmana dlmaksud ayat (1)
Rasal ini, warga masyarakal yang berkepentingan berhak mengajukan
saran, pendapal dan tanggapan tenlang akan dllaksanakannya
rencana usaha dan alau kegiatan.

(1) Setiap usaha ,dan alau keglalsn sebagaimana dimaksud aya! (2)
Pasat 6 Peraturan Daerah ini. wajib diumumkan terlebih dahulu
kepada masysrakat sabelum pemrakarsa menyusun AMDAL.

(2) Pengumuman sebagalmana dlmsksud ayat (1) Pasat ini, dilakukan
oleh lnatansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa.

BABXI

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN AMDAL

Pssst38

b. Penguji~n laporan yang dlsampaikan oleh pemrakarsa usaha dan
alau kegielan sebagaimana dimaksud ayal (1) Pasal ini.

c. 'Menyampalkan laporan hasll pengawasan dan evaluasi secara
berkaia sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (salu) !ahun
kepada Kepala Qaerah dengan tembusan kepada instansi yang
berwenang menerbltkan Izin.
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(1) Semua dokumen AMDAL , saran, pendapat dan tanggapan warga
masyarakat yang berkepenllngan, kesimpulan komisi penilai dan
keputusan kelayakan lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatan
bersital terbuka untuk umum.

(1) Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalarn proses
Penyusunan dan Penilaian Kerangka Acuan, ANDAL, RKL dan RPL

(2) Bentuk dan tala cara keterlibatan warga masyarakal sebagaimana
dtmaksuo ayat (1) Pasat ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal40

Pasal39

(6) Tata cara dan benluk pengumuman sebagaimana dimaksud aya! (1)
Pasal ini, serta tata cars menyampaikan saran, pendapat dan
tanggapan sebagaimana d!maksud ayat (3) Pasal ini, diletapkan oleh
Kepala Daerah.

(5) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud ayal (3)
Pasal ini, wajib dipertimbangkan dan dlkaJi dalam AMDAL.

(4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud ayal (3)
Pasal in I, diajukan secara lertulis kepada Instansi yang bertanggung
jawab.

(1) Seliap usaha dan alau kegiatan sebagaimana dimaksud aya! (2)
Pasal 6 Peraturan Daerah Inl, wajlb dlumumkan terlebih dahulu
kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun AMDAL.

(2) Pengumuman sebagalmana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dllakukan
olsn instansl yang bertanggung jawab dan pemrakarsa.

(3) Dalam jangka waklu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya
rencana usana dan atau kegialan sebagalmana dlmaksud ayal (1)
Pasal ini, warga masyarakal yang bei1<epentingan berhak mengajukan
saran, pendapal dan tanggapan lenlang akan dilaksanakannya
rencana usaha dan atau kegiatan.

BABXI

KETERBUKAANINFORMASIDANPERAN MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN AMDAL

Pasal38

b. Pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa usaha dan
alau keglalan sebagaimana dirnaksud ayat (1) Pasal inL

c. ·Menyampalkan laporan hasl! pengawasan dan evaluasi secara
berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali daJam 1 (satu) tahun
kepada Kepala Daerah dengan tembusan kspada instansl yang
berwenang menerbilkan izln.
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SubJek retribusi adalah orang atau badan sebagai pemrakarsa usaha dan
atau kegialan.

Paul 46

Objek retribusi adalah pemberian pelayanan dan fasilitas pelayanan kajian
IIngkungan hidup.

Pasal45

Dengan nama retribusi pelayanan kajian lingkungan hidup dipungut relribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan dan fasilitas kajian lingkungan hidup
terhadap usaha dan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemrakarsa.

BABXIII

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal44

.(3) Blaya pernbmaan pelaksanaan RKL dan RPL sebagalmana dlmaksud
ayal (2) Pasal 37 Peraturan Daerah Inl, dlbebankan pada anggsran
Bapedalda.

(2) Biaya pengumuman yang dilaKukan oleh instansl yang bertanggung
jawab sebagaimana dlmaksud ayal (2) Pasal 38Peraluran Daerah Inl,
dibebankan pada pemrakarsa •

(1) Blaya pembinaan teknis sebagaimana dlmaksud ayat (1) Pasal 35 dan
bil:!ya pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 37 Peraturan
Daerah ini, dibebankan pada an9garan Bapedalda.

Pasal43

BIaya penyusunan dan penilaian ,(erangka Acuan, ANDAL, RKL, RPL, UKL
dan UPL dlbebankan pada pernrakarsa,

Pasal42

Biaya pelaksanaan keglatan Komisl Penilai dan Tim Teknis AMDAL
dlbebankan pada pernrakarsa,

Pasal41

BABXII

PEMBIAYAAN

(2) Instansi yang bertanggung jawab wajib menyerahkan dokumen
sebagaimana dimaksud aya! (1) Pasal ini. kepada suatu lembaga
dokumentasi dan atau kearslpan.



16

(2) Klasifikasi besamya relibusl sebagaimana dlmaksud ayat (1) Pasal 101,
dilelapkan dengan Kepulusan Kepala Daerah.

(1) Slruklur besamya tarir relribusi terhadap penetapan keputusan
kelayakan kajian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 47
Peraturan Daerah ini, dilelapkan berdasar1<an ling kat pelayanan dan
fasilitas yang diberikan.

BABXVIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasol51

Prinslp dan sasaran dalam penelapan struktur dan besarnya lanf retribusl
lertentu didasar1<anpada lujuan unluk menutup sebagian alau seluruh biaya
pelayanan dan fasilttas yang diberikan.

BABXVII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 60

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jangka waktu
pengQunaan rasililas yang dlsedfakan oaeren.

BAB XVI
TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 49

Retribusi pelayanan kaJian lingkungan hldup dlgolongkan sebagal Relribusi
Perizinan Tertenlu.

BABXV
GOLONGAN RETRIBUSI

Paaal 4&

BABXIV
KETENTUAN RETRIBUSI

Passl47

(1) Setiap penetapan keputusan kelayakan kajian lingkungan hidup
dlkenakan retribusi.

(2) 8esarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal lni adalah
sebagai berikut :

a' Penelapan AMDAL .. Rp. 500 000.·
b. Penelapan UKL-UPL Rp. 100.000.-
c. Penetapan SPPL Rp. 25 000 -
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(1) Serdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 56 Peraluran
Daerah inl, ditetapkan retribusi temutang dengan menerbitkan SKRD
atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

(2) Sentuk, lsi dan tata cara penerbltan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) PasaJ ini, ditetapkan oJeh
Kepala Daerah.

BA8 XXII
PENETAPAN RETRI8USI

PasalS7

(1) Wajib Relribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Relribusi alau
kuasanya.

(3) SenIuk, lsi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD
sebagaimana dimaksud ayal (1) Pasal ini, ditelapkan oleh Kepala Daerah.

BABXXI
SURAT PENDAFTARAN

Paaal 56

Saat retribusl lerutang adalah pada saat oitetapkannya SKRD atau
dokurnen Jainyang dipersamakan.

Passl 55

Masa Retdbusl pelayan kajian IIngkungan hidup adalah jangka waktu
berdasarkan klasifikasi keputosan-keteyakan kajian IIngkungan hidup yang
diberikan.

BABXX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Paasl 54

Relribusi yang terhulang dipungul dalam Daerall tempat pelayanan jasa
dan fasilitas dlberlkan.

BAB XIX
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal53

Penetapan retripusi pelayanan kajian Iingkungan hidu~ hanya dikenakan
1 (satu) ~afi seliap akan melakukan usaha dan atau keglatan.

Pasal52
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(1) Pejabat Penyldlk Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah dlberi weWenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibldang perpajakan Daerah atau
retribusl, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku.

BABXXVI
PENYIDIKAN

Pasal 61

(1) Pelang9aran atas ketentuan dalam Peraturan oaeren inl, diancam
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Wajib relribusi yang tidak melaksanakan kewajlbannya sehingga
meruglkan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (
enam) bulan alau denda paling banyak 4 (empal) kall jumlah retribusl
lerulang.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayal (2) Pasal lnl
adalah pelanggaran.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal60

(1) Terhadap pemrakarsa yang t1dak memenuhi ketsntuan sebagalmana
dlmaksud dalam Peraluran Daerah Inl, akan dlberikan perlngalan
sebanyak 3 (1Iga) kall berturut-turut dengan tenggang wakllJ maslng
masing peringalan 7 X 24 jam.

(2) Apabila peringatan sebaqaimana dimaksud ayal (1) Pasal Inl, lidak
dipatuhl dan atau tldak dilndahkan, Kepala Daerah berwenang
melakukan penutupan dan penyegelan terhadap lempat usaha dan atau
kegiatannya serta pencabutan izlnnya.

BABXXIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal59

(1) Pemungutan relribusi lidak dapal diborongkan.

(2) Retribusl dlpungul dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dlpersamakan.

BABXXIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 58
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(1) 8apedalda adalah Instansl teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oren
Kepala Daerah sepanjang mengenai petaksanaanya.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENIJTUP

Pasal63

BABXXVII
ATURAN PERALIHAN

Pasal62

Seliap usaha dan atau kegiatan yang ditetapkan Kepala Daerah sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah inl, harus menyesuaikan dengan kelentuan
Peraturan Daerah ini, paling lambat 1(satu) tahun sejak diberlakukannya
Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

a. menerima, meneari, mengumpulkan dan meneliti kelerangan alau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dlbidang perpaja~a~
oseren dan retribusi agar kelerangan atau laporan tersebut meniadl
lengkap dan jelas;

b. mene!iti, meocari dan mengumpulkan keteranganmengenal ()fang pribadiatau
badan tentang kebenaran peibualan yang dilakukan sehubungan dengan
tindakpoana perpajakan Daerah dan retribusi;

c. memlnta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan
retribusl;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan IIndak pidsna dibidang psrpajakan Daerah dan
retrlbusi;

e. rnelakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktl
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyilaan terhadap bahan buktl tersebut;

f. memfnta bantuan tenaga ahU dalarn rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retrlbusl;

9. menyuruh berhenli dan atau melarsng seseorang meninggalkan
ruanssn atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa idenlltas orang dan atau dokumen yang dfbawa
sebagaimana dlmsksud huruf e;

h. memotret seseorang yang berkailan dengan lindak pidana
perpajakan Daerah dan retribusl;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

J. menghantlkan penyidikan;
k. rnslakukan t!ndakan lain yang perlu untuk kelanearan penyldikan

Hndak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi rnenurut
hukum yang dapat dlpertanggunglawabkan.

(3) Penyldlk sebagalmana dimaksud ayal (1) Pasal inl, memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil peny!dikannya
kepada Penuntut Umum, melalu! Penyidik Pajabat Pollsi Negara
Republlk Indonesia. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
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Diletapkan dl Palembang
pada langgal 6 September 2004

Agar supaya setiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan
pengundsngan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
t.embaren Daerah Kola Palembang.

Peraturan Oaerah Ini mulal bertaku sejak langgal diundangkan.

Pssal64



No Janis Kegiatan Skala I Alasan IImiah KhususBasaran

1. Pembangunan Stasiun Stasiun kelas Berpotensi mentmbulkan dampak
KeretaApi besar dan I berupa emisi. gangguan lalu lintas.

atsu kelas 1 aksesibllitas Iransportasi kebisingan,
gelaran, gangguan pandangan.
ekologi, dampak sosial dan
keamanan di sekitar kegialan serta
membu1ullkanarea yang luas.

C. Bidang Perhubungan

No Janis Keglatan Skala 1 Besaran Alasan IImlah Khusus

- Pembangunan Rumah KetasAdan B Berpotensl menlmbulkan dampak
Sakil penting datam bentul< limbah B3 I

radioaktif dan potensi panularan
penyaldl.

B. Bidang Kesehatan

No Jonls, Keglatan Skala (Basaran Alaeen IImiah Khu8US

- Pembangunan Gudang Semua beaaran Beresiko lerjadlnya ledakan saat
Amums]Oaerah perjalanan dan saat penyimpanan

yang membahayakan penduduk
walaupun sudah memillkl Standard
Operating Procedure (SOP)
penangananbahan petedak.

A. Bldeng Pertahanan dan Keamanan
Secara umum, kegiatan yang berkailan dengan aktivitas rnililer dengan skala!
besaran benkut berpotensi menimbulkan resiko lingkungan dengan te~8dinya
ledakan serta keresahan social akibat kegiatan operasional dan penggunaan
lahan yang cukup luas.

1. Jenis Rencana Usaha danl atau Keglatan yang WaJlb Dllongkapi dongan AMDAl

JENIS RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DllENGKAPI DENGAN AMDAl

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PAlEMBANG
NOMOR : 14 TAHUN 2004
TANGGAl: 6 SEPTEMBER 2004
TENTANG: PEMBINAAN DAN RETRIBUSI BAGI JENIS USAHA

DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DllENGKAPI
KAJIAN lINGKUNGAN



Menyebabkan teljadlnya perubahan
benl8nglahanyangakanmempengsruhi
ekologi,hklrologlsetempal

BerpotensJ menlmbulkan dampak
tomadap slstem geohldrologl,
hidrooseanografl, dampak soslal.
ekobgl, perubahsn garis panlal.
keslabiJan Iahan, lalu IIntas serta
menggangguPIOSeS-proses alamlahdl
daerahpanlBl.

• KunJungan kapal yeng cukup
linggi dengan bobot sekiter 5.000-
10.000 OVVT aerta drat kapal
minimum4 - 7 m sehlngga kondisl
kedalaman yang dibutuhkan
monJadi·5s.d ·9m LWS.

• Berpotensl menlmbulkan dampak
panllng tarhadap system hldrologi,
ekosistem, keblslngan dan dapal
mengganggu proses-proses
alamiah di daerah pantal (coastal
processes).

Serpatensi menimbulkan dampak
berupa emisi, gangguan lalu IInlas,
aksesibilltas transportasl. kebislngan,
gelarnn, gangguan pandangan,
ekolO9l, dampak 80slal dan
keamanan ell sekilar kegialen serta
membutuhkanareayang luas.

KUl1]ungankapal yang cukup IInggl
dongan bobol sekltar 5.000 • 10.000
DWT serta drs( kapal minimum 4 • 7
m sehlngga kondlel kedalaman yang
dlbutuhkan manJadl·5 s.d ·9m LWS.
Berpolensi menimbulkan dampak
berupa gangguan alur pelayaran •
perubahan balimetri, ekosislem dan
mengganggu proses-proses alarnlah
dl daerah pantal terutama apabila
yang dibongl<armuat minyakmentah
yang berpotensl menimbulkan
pencemarsn sungal dari lumpahan
mlnyak.

Berpotensl menimbulkan dampak
panting lerhadap system hldrolO9l
dan ekologi yang lebih luas dali
batas tapak keglatan Itu sendhi.
Kegiatan Inl Juga akan menlmbulkan
gangguan terhadap lalu !intas
pelayarsn sunga).
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5. Kegialan penempatan has~
keruk(dumpIng) :
8.01darat

• Volume " 250.000m3
• AlauLuasArea " 5 ha
dumping

4. Reklameal(Pllngurugan):
• LU8t
• Alau Volume

o. Single Point Mooring ~ 10.000 OVVT
Booy
• Unluk kapal

b. Prasarana penduku~ :!o 5 ha
pelabuhan (terminal,
gudang, pell kemas,
dll)
• Luaa

3. Pembangunan
pelabuhan dengen salah
satu (aailitasberlkut :
a. Oermage dengen

konstrukslmasl1
·Penjang ~ 200 m
-Atau luas ~ 6.000 m2

2. Pengerukan alur
pelayaran sungai
• Volume :!o 500.000 m)



• Kebutuhanenergl relaUrbesar (6-7
Kwl Ion produk) disamping ber
sumberdan listrik juga energlgas)

• Potensi berbagal IImbah gas
(S02 dan NOJ. debu (Si02).
IImbah cair (TSS. BOD. COD.
NH.CI) dan limbah slsa katalis
bekas,yang bersifat 9,.

1. Induslo petroklmiahulu Semua besaran Industri petrokimia hulu adalah
induslo yang mengolah hasil
tambang minerai (kondensa!) yang
terdiri dart Pusa! OleOn yang
menghasilkan Benzena, Propitena
dan Butadiena serts Pusa! Aromalik
yang menghasilkan Benzena.
Toluena, Xylena dan Em Benzena.
Umumnya dampak yang diUmbulkan
disebabkanoleh ;
• Kebutuhanlshan yang luas.
• Kebutuhan air yang cukup besar
(unluk pendingin 1 II dtl 1000 Ion
produk).

• Tenaga kerja besar.

No Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasen IImlah Khusus

Beberapa janis industri yang sudah memliiki taknologi mamadal untuk mengatasi

dampak negalit yang munoul, sehingga tidak termasuk dalam dattar berikut, tetapl

menggunakan areal yang luas (etap waJlb dilengkapi dengan AMDAL (nomor 5).

Berbagal potensi pencemaran. gangguan fisik dan gangguan pasokan air terse but

dl atas mentrnbulkan dampak soslat.

O. Bldang Perlnduatrlan

Keglatan bldang perindustrian pada urnumnya menlmbulkan pencemaran air.

udara, tanah. gangguan keblslngan. bau dan gelaran. Beberapa jenls Industri

menggunakan air dengan volume sangal besar, yang diperoleh balk dari sumber

air tanah ataupun air permukaan. Penggunaan air inl berpengaruh terhadap

system hldrologl sekitar.

6. Pengembangan Bendar Klas I. II. '" • Termasuk k.egiatanyang bertelmologl
udara besertll fellitasnya bsrdasarkan linggi, hsrus memenuhl aturan

rencana keselamstan penerbangandan terika!
peflgembangan dengan konvensl intemasional.
(reneana mduk. • Berpolensl menlmbulkan dampak
rencsna tate berups kebisingsn. getsran. dampak
letak. dllJ sostaf, keemanen Negare. emlsl dan

kemungkinan bsngkitan trensportasl
balk dare! dan udara,
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Besaran untuk maslng-masing tipo
logl kola diperhitungkan ber
dasarkan:
• Tlngkat pembebasanlahan.
• Daya dukung lahan : seperti daya

dukung tanah, kapasitas resapan
air tanah, tingkat kepadatan
bangunanper hektar. dB.

5. Kegiatan Indus1ri yang a 5 ha
Udak termasuk angka 1
s, d 7.
penggunaan areal :
Urban yailu Metropolitan,
luas

• Kegialan produksi, penyimpanan,
pengemasan, pengangkutan, per
dagangen dan pembuangannya
rnemenukanpersyaratankhusus.

• Berpolensi menimbulkan pence
maran udara, air dan lanah.

4. Induslri bahan kimia Samua besaran
organlk dan anorganlk
yang memproduksimale-
rial yang digolongkan
Bahan Berbahaya dan
produksi . material yang
digolonQl(anBA

3. Induslri gaJangan kapal ~ 4.000 OWT
dengan syslem graving
dock

Sislem graving dod< adalah ga
langan kapal yang dilengkapi dengan
kolam perbaikandenganukUranpan
jang 100 m, lebar 40 m dan keda
laman 15dengen systemsirkulasi.
Pembuatan kotam graving inl dl
lakuken dangen mangenlk laul yeng
dikhawatlrken akan menyebabkan
longsoran ataupun abraslpantal.
Perbaikan kapal berpotensl mengha
silkan limbah calf (air belfsst, penge
catan lambung kapal dan bahan kJ
mla ~) maupun IImbah gas dan de
bu dari keglatan send blastlflg dan
pengaeatan.

2. Kawasan Industri Semua besaran
(termasuk - komplek
industri yang terintegrasi)

Kawasan Industri (indus/tiel estete)
merupakan Ickasi yang clipers!apkan
untuk berbegai jenls Industn
manufaklur yang maslh prediktif,
sehlnggs deism pengembangannya
dlperklrakan aksn menlmbulkan
berbagel dampak penting antara lain
dlsebabkan :
• Keg!alan gradfng (pembentukan

muka tanah) dan runolt (air tarian).
• Pengadean dan pengoperaslan

alel-alat berat,
• Mobilisasi tenaga kerje (90 - 110
TKlhe).

• Kebutuhan pemukiman dan
fasllitas soslal.

• Kebuluhan air berslh dangan
lingkat kabutuhan rata-rata 0,55 -
O,75UdVha.

• Kebutuhan energl llstrik cukUp
besar balk delam kaitan dongsn
jenis pembangkit ataupun trace
jaringan (0,1Mwl hal.

• Potensl berbagal Jenis limbah dan
cemaran yang ll1eslh predlktlf
terutama daJam hal cara
pengelolaannya.

• Banckitan lalu linlas.



8esaran untuk masing-masing
tipologJ kota diperhftllngkan
berdasarkan :
• Tlngkat pembebasanlahan.
• Daya dukung lahan , sepertl
daya dukung lanah, kapasltas
resapan air tanah. tingkat kepa
datan bangunan per hektar,dll.

• nngkat kebuluhan air sensn
hari.
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4. Pembangunan perumahan
Ipemukiman:
KOlaMetropolitan, luas c: 25 ha

Dampak potenslal berupa pence
meran dan leachate (IindQ,udara,
bau, aas beracundan kesehatan,

Dampak polensial berupa bau, gas
beracun dan gangguan kesehatan.

Dampak patensial berupa
pencemaran dan IS8chats (IIndi).
udara, bau, gas beracun dan
gangguan kesehatan.

8angkitan lalu IIntas, dampak
kabisingan, getaran, emlsl yang
Iinggl, gangguan visual dan
dampak soslal,

Bangkitan lalu nnlas. dampak
keblslngan , getaran, emisi yang
tinggl, gangguan visual dan
dampak soslal.

b. Pembangunan transfer c: 1.000 tonthan
sietion
- Kapasitas

c. TPA densan sisfem Semua ukuran
open dumping

• Terjadl timbunan lanah galian dl
kanan kin sungai yang
menlmbulkan oamoak IIng-
kungan, dampak soslal dan
gangguan.

• Mobllisasl alal besar dapat
menimbulkan gangguan dan
dampak.

Persampahan :
a. Pembusngsn dengan

slstsrn control landfill
sanitary landfill (diluar
BJ)

- Luas
- atau kapasitas total

3.

b. Pembangunan [alan c: 2 km
layangdan subway

2. a. PembangunanJalan101 Samua besaran

1. Normalisasi sungai dan
pembuatankanal banjlr :
a. Kota besar I

metropolitan
- Panjang c: 5 krn
Atau volume pangerukan c: 500.000 m~

No Jonis Keglatan Skala/Besaran Atasan 11mIsh Khusus

C: 10 he
C: 10.000 ton

E. Bldang Pra'aaranaWllayah

Kegiatan pembangunan dan pengadaan prasarana wilayah urnurnnya berfungsii
untuk melayanl kepenUngan masyarakal. Potens! konflik yang Umbul sangal
berkaltan dengan lingkat kepadatan penduduk karens umumnya membutuhkan
lahan yang luas dan seringkali mengubah tatl1lguna lahan.

, umumnva dampak yang d~lm'oulkan
- berupa :

• Bangkltan lalu IIntas.
• Konflik soslal.
• Penurunan kualltas IInalrunaan.
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Basaran diperhltungkan berdaser
kan:
• Pembebasan lahan,
• Days dukung lahan.
• Tlngka! kebutuhan air senan

hari.
• Limbahyang dlhasilkan.
• Efek pembangunan lerhadap

IIngkungan sekilar (gelaran.
kabisinaan.polusi udara. dill.

9. Pembangunan puss!
perksntcran, pendidlkan.
olahraga kesenian, tempal
ibadah. pusat
perdaganganlperbelanJaan
retatl! ler1<onsentrasi
- Luas lahan ~ 5 ha
- Atau bangunan 2 10.000 m2

• Selara kebutuhan air barslh
200.000 orang.

• Set.arakubutuhankola sedang.

8. Pengambilan air dari
sungal, mala air
permukaan, atsu sumber
air permukaan lalnnya
- Oeblt pengambUan ~ 250 U dt

Berpolensl menimbulkan dampak
hldrologl dan persoalan keler
batasan aIr.

1. Jaringan air berslh di kola
besar I metropolitan
a. Pembangunan jarlngan

dlslribusl
- Luas layanan l!: 600 na

b. Pembangunan jaringan
transmlsl
- Paniana l!: 10 km

Berpolensi menlmbulkan dampak
menlngkalnya kepadatan lalu lintes,
kebisingan, gelaran, perubahan
lata air.
• Selara dengan kola keci!·sedang
I kola kecamalan.

• Isu utsrna adalah perubahan
fungsi lahan.

6. Drainasepemuldman:
a. Pembangunan saturan

dl kota besarr
metropolitan
- Panjang ~ 5 km

b. Pembangunan saluran
dl ko!~sedang
- Panlana l!: 10 km

• Selara dengan 17.000
sambungan.

• Setara dengan kola kecil.

• Selara dengen layanan untuk
10.000 orang

• Dsmpak kebauan dan gangguan
visual.

• Setara dengan layanan unluk
10.000 orang.

• Dampak kebauen dan gangguan
visual.

5. a. Pembangunan ~ 2 ha
Inslalasl Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT).
termasuk fasilitas
penun)angnye

b. Pembangunlln Istalasl l!: 3 ha
Pengolehan Nr
L1mbeh(lPAL) IImbah
domestik termasuk
'a81111a8penunjangnya

c. Pembangunansislem " 500 ha
perplpaan air limbeh,
luas layanan

• L1mbah yang dlhasilkan sebegei
sklbat hasn keglatan perumahan
dan pemuklman.

• Erek pembangunan lerhadap
IIngkungan sekilar (mobilisasi
malerial dan manusla).

• KDB (koefisien dasar bangunan)
dan KLB (koefislen iuas
banaunan).
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No Janis Kegl3tan Skala/Besaran Aissan IImiah Khusus

A. Ketenagallstrlkan

. Pembangunan PLTO I ~ 100MW Berpotensl menimbulkan dampak
PLTGI PLTUI PLTGU pada:

• Aspek fisik kimia, terutama pada
kuafits8 udara (emlsl, ambient
dan keblsingan) dan kualltas air
(cecersn minyak pelumas,
limbah bahang, dll) serta air
tanah.

• Aspek soslal, ekonoml dan
budaya, terutama pada saal
pembebasanlahandan

• Pemindahanpenduduk.

B. Mlnyak dan Gas Bumi

1. Pembangunankilang • Potensl konflik sosia!.
·LPG ~50MMSCFD • Merupakan industrt slrategis.
·LNG 550MMSCFD • Potensl dampak dari sarana

penunjangkhUsus.
• PToses pengolahan merupakan

bahan yang berpotensi
menghasllkan timbah yang
bersifal turunan.

F. Bldang Energl dan Sumber Daya Minoral

• KDB (koelisien dasar bangunan)
dan KLB (koelislen tuas
bangunan).

• Jumlah dan jenls pohon yang
mungkln hUang.

IShusus bagi proses perdagangan I
perbelanjaan relalif terkonsentrasi
dengan luas tersebut diperkirakan
akan menlmbulkan daml)ak
penting:
• Konflik sosial akibal pembebas

an lahan (umumnya berlokasi
dekat pusat kola yang memiliki
kepadatan tin~gi).

• Struktur bangunan bertlngkat
linggi dan basoment menyebab
kan masalah dewotering dan
gangguan liang·liang pancang
Ihd akuirersumber air sekitar.

• Bangkitan pergerakan (trome)
dan kebutuhan pemuklman dari
lenaga kerja yang besar.

• Bangkitan pergerakan dan
kebutuhan I)ackirpengunjung.

• Produkslsampah.



8

t Befl)Otensimenghasllkan IImbah
gas, padat dan calr yang cukup
besar.

t Membutuhkan area yang cukup
luas.

t Khusus LNG, berpolensi
menghasilkanlimbahgas H,5.

2. Pembangunan kilang c: 10.000BOPO • Potensl konflll<soslal.
mlnyak • Merupekan industri stralegls.

t Polensi dampak dan earana
penunJangkhusus.

• Proses pengolshan merupakan
bahan yang berpotensi
menghasllkan lirnbah yang
bersifat turunan.

• Berpotensi menghasilkan Ifmbah
gas, pada! dan calr yang cukup
besar.

• Membutuhkan area yang cukup
luas.

t Potensl perubahan dan
gangguan system geohldrologl.. • Berpotenslmengubahek081s18m
yang lebih luas.

3. Kllang mlnyak pelumas ~ 10.000toni tahun t Polensi konfilk sosla1.
bakes (termasuk • Merupakan Induslrt81ra18g18.
1S811na8penunJang) • Potensi dampak dari sarona

penunjangkhusus.
• Proses pengolahan merupakan
bahan yang berpolensl mengha-
sllkan limbah yang berst'at
lurunan.

• BerpoJenslmenghasOkanIlmbah
gas, padat dan calr yang cukup
besar.

• Membuluhkan area yang cukup
luas.

t Potensi perubahan dan
gangguan system gehidrologi.

C, 08010g! Tala Ling-
kunoan

- Pengambilanair bawah ~ 50 U dt (dart 1 Polens! perubahan dan gangguan
tanah (~umur lanah sumur ; atau dart 5 aystemgeohidrologi.
dangkal, sumur tanah sumur dalsm areas t Polensi Intrusl air lauL
dalam dan mala air) 10 hal



9

Semua kegielan yang Uhel penjelasan dl
ber8iral [asa pelayanan, ale8
komersial, menelap dan
mengelola berbagal Jenis
dan slfal limbah B) (lidak
lermasuk kegiatan skale
keeil sepertl pengumpulan
mlnyak pelumes bekas ,
",inyak kotor dan •slop 011"
pemanfaalan tlmah dan "nux
so/de!").

Penoumpulan, pemanfaaten
pengolahan dan I atau
penimbunan fimbah Bahan
Berbahaya dan beracun (8,)
sebagal kegialan utama

Alasan IImiah
Khusus

Jonls Koolats" Skala/BossrsnNo

H, 8ldang Pengelolaan Llmbah Bahan Berbahaya dan Beracun (8)

Kegiatan yang menghasilkan IImbah 83 berpotensl menimbulkan dampak
terhedap lingkungan dan kesehalan manusla, lerutama keg!atan yang dipastikan
aka" mengkonsentrasikan limbah 83 dalam jumlah besar seba~almana tercanlum
dalam label. Kegiatan·kegialan ini juga secara ketal dilks! dengan perjanjian
intemaslenal (Kenvens! Basel) yang mengharuskan pengendalian dan
penanganan yang sangat seksama dan terkontrol.

No _Jenls Keoletan Skala/Basaran Alesen IImiah KhuBUS

1, Kawasan parlwlssla Semua besaran Berpolensl menlmbulkan dampak
berupa perubahan fungsl ~han I
kawasan, gangguao lalu fioles,

I oembebasanlahan dan sampah_

2. Hotel Serpolensi menlmbulkan dampak
• Jumlah kamar ~ 200unil dart keglalan laundry, kebutuhan air
- Alau luas baogunan ~ 5 ha yang besar, bangkilsn Islu llntas dan

sampah.

3. LapangenGolf Semua besaran Berpolensl menimbulkan dampak
(tidak terme8Uk driving dart penggunesn pestisidalherbislda,
fanga) llmpasan air permukaan (run off ).

serts kebutuhan air yang relatif
bessr.

G, Bldsng Psrlwlaata

Pads umumnya dampak pentlng yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap
ekosistem, hidrologi, benlang alam dan potensl konflik sosial.



roduksl rill > 2.600 kg/th

roduksl rill > 1.5Jula l!/th
edelal 3.000 tonllh

roduksi rill > 6.000 toruth
asil Ikotanl blsa Indusl" paUl sari ubi kayo

23 agu , .
aUpalma, hasll ikula'" slsa Induslrl berbQgal pall palma

24 eh ekstrak
25 ecap .
26 ahu .: _ .
27 aging sinteU8, bubk sari kedelal
28 omponen bumbu masal< .
29 ndustr1 penyedap makanan klmlawl dan bukan kimlawi
30 aram meja, garam batao garam lalnnya

22
roduksl rill> 1.000 tonlth
eng sing kong > 9.OOC
onllh

engolahan gula lainnya selain sirup
embang gula mengandung kakao olahan, makanan yang
engandung kakeo
embang gula yang lldak mengandung kakao ..
alii sari ubi kayo (tepung tapioka) .

20
21

18
19

roduksi rill> 4.500 tonllh

10
11
12
13
14
15
16
17

9

roduksl rill > 2.200 tonltl,
rodukal rill > 2.500 tonllh

7

roduksl rill > 2.200 tonlth6

roduksl rill > 5.000 lonltl.
roduksl rill > 1.000 tonlth
roduksl rill :. 5.000 tonltn
emakalan gula > 200
onllh

ayuran dalam kaleng
uah-buahan lumat (selal/jsm dan jell) dan .
ayuran yang dilumatkan
r/ sari pekat buan-buahan .
engolahan dan pengawetan lainnya untuk bush-buahan & sayuran .. ,
r/ sarl pekal sayuran, bubuk sari sayuran dan bush-bushan

kan alau biota peralran lalnnya yang dikalengkan, blnatang lunak atau
It(um keras y&ng dikalengkan
Inalang lunek atau binatang belt(ullt keras, Iken alau biota peralran
alnnya baku.
leo chemical, mlnyak kasar/lemak dar! hewsnl, minyak kasar nabatl
argarine
Inyak go(eng kelapa ..
inyak goreng kelapa sawU
Inyak goreng lalnnya dari nabati atau hewanl
lahan mlnyak makan dan lemak darl nabat! dan hewani
epungtcrigu
akanan dari ,epung beres atau tepung lalnnya .
akenan dari tepung tarigu ..
embuatan gula lalnnya : .
lrup bahan dari gula ..

8

art daglng & air daglng baku. daglng ba~u, daglng otahan lanpa keda
dara, daglng olahan dalam kemasan lkedap udara lalnnya , dagln
lahan dan awetan lalnnya, daglng dalam kaleng . susu kepala (whoy)'
usu bubuk, susu yang dlawelkan, BUSU calr dan susu kentsl.

2 enlega, keju, makanan dari susu lalnnya :
3 s krlm darl susu roduksi rill> 350.000 Itllh
4 aush-buenen dalam kaleng dan................................................... roduksl rill > 2.500 lon/lh

ayuran estern keleng
5 ush-buahan dalam bolol dan roduksl rill > 2.000 lor./th.
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010
41
42 arung gonl
43 engawetan dan Penyamakan kulit
44 laslun Pengla/an Bahan Bakar Umum (SPBU) V
45 al'8ng darl kulit
48 engkel kendal'8an barmotor
47 enggargajlen dan pengawetan kayu
48 omponen rumah dan kayu (prolab housing)
49 ec:orallve plywood
50 articiple board, herd board, block board
51 alan mentah dan rotan setangah jadi, thopstitk, lusuk glgl, dan

endok es krim dari kayu
52 eraboV kelengkapan rumah langga dal! l<ayu,meubel, kalak TV
53 otan barang jadi .ll
54 hopsUck, lusuk sate dati bambu
55 erabol rumah langga lalnnya
58 asllikulanlsisa pembualan bubur kertas (pulp), ja8a penunjang

nausITI bubur kertas (pulp)
5T ertas koran, kerlas lulis dan c:elak, kerta8 berharga alau khusus. hasl!

kutanlslsa pembualan kerlas budklaya, jasa penunjang lndustri kerlas
udaya;

58 ertas konstruksl. induslri bungkus dan pengepakan, board, hasil
ku1anl slsa pembualan kerlas industri, jasa penunjang Industri kertas

59 erlas rumah tangga, kertas sigaret. kertas tlpls lalnnya, hasil i)(Ulanl
lsa & Jasa penunjang induslri kerias tissue

80 ertas dan kerlas karbon bergelombang, berkerut, berklsu1, kerlas dan
Mas karbon ytdl. hasil iku1an/stsa & jasa penunjang Industri kertss J
Innye

61 ertas dan karton berlapls, kertas atationary, hasillku1anl slsa & jasa
enunjang lndum barang dar! kertas & karlon yttgm

~----=------";_~___l____

Inuman beralkohol kurang dari 1%
37 enang hasil proses penyempumaan lalnnya, benang hesll proses

erserisasl, benang kelantang dan c:elup
38 nduslri aneka lenun
39 In kelantang dari seral tekstil hewani. c:ampuran serst, slnlelis dan

etengah slntelis, lumbuh-tumbuhan
aln c:elup dar! serst hewsnl, c:ampuran seral, sinlelis dan 6etengah
intetis, tumbuh·tumbuhan
elusuhan/ poncuclan lekstiV pakalan jadl, kaln hasit proses
nyempurnaan

31 ansuml pakan jadl iken dan biota peralran lalnnya ...•.. roduksi rill > SOli torlflh
ansuml pakan jadl ternak besar, tema~ kectl, aneka temak, ternsk
n99a8, temak lalnnya (bantuk tepung, g~ran, pelel) •.. •....• roduksl rill > Hi C::1IJton/th
ansum! psxan jadl hewsn rnants roduksl rill > 15.nl'O ton/lh

32 nsum setengah jadi/ konsentrnt temale besar, temale keell, sneka
emak, temak unggas roouksi rill> 15.1.;1)0 lon/th
akan lain unluk ternak .besar, kecil. unggas dan temak lalnnya roduksi rill> lS.0VO tonllh
epung lulang roduksl rill > 3.COC ton/th

33 inuman kerns
34 ggur dan sejenisnya
35 ir, mlnuman lalnnya yang mengandung malt
36 Inuman ringan lalnnya roduksl rill > 1.2 !U!d Ivth

Inuman tldak mangandung CO:.................................................................. roduksi rill > 1.8 j'lt,) IVth
Inuman rlngan mengandung CO2 rodllksJ rill > 10~.·j('ObtVth



ndl'stJ "j,~la daear anorganik, hasHikutanl slsa & jaS8 penunjang
ndurtr, I,'rla dassr c~organik

67 erperl, n, bahan pelarullalnnyal bahan dan gelah! kayu, IIr kayu,
In:!a: "!<ayu, kreosot kayu dan nana kayu
sam ~.' ;'c!l'rukom dana asarn damar, lermasuk turunannye Inveslasl> 600 juts rupiah
arb('" •!(:II, arang kayu (charcoal, brlket, arang tempurung kelapa),
ndusl~ • rrni~dasar organik, bahan klmla dari kayu dan gelah (gum)
ainny'l Inlleslasi > 600 Jule rupiah
asil '~"J·..nI slsa & jass penur1)eng induslri kimla dasar organik. bahan
lmla vi-" kayu dan gctah (gum)

68 asil a.. era phenol to hasil antara anllln dan turunannya, let wama
nluk '1':, anan & obat-obatan, pigman organik, zat wama/ plgmen
alnny.! •. dllikulani slsa & jasa penunjang Industri klmla dasar orgenik
nterm~';'1tA sikHs, lat warna dan pigman

69 thyler. oxide. ethylene glycol, ethylane dlchloride, vinyl chlOride, vinyl
setate ccetaldeblde. rl chloro ethylene, tetra ohlo(o elhylene. acrylld
c1d,3t'llo;,nitrilo. terenan elhylene lainnya

rop}~~.!''' oxide dan glycol, dichlOride, lurunan propylane lainnya, met!
utadim. t>itadlena, butil alkohol, buill amina, butll aCl'yllda, bulylen
Iyco:. '.1 ucan butene latnnya
l!<ylbI;'::'l:le, ~ri0.'110(0 benzene, ethyl benzene, cyclohexane, malolc
n~'i'dr:'1: chloro benzene, benzedine, styrene, styrene oxide, styrene
ClYlon:I,,1!lolimer (SAN), benzene dan turunan lalnnya
..sit 'J,. .~'nIsisa to jasjl penunjang IKD-Organlk yang bersumber dari
inyaic (.," gas I:oumiserta dart batubara

70 ahan 1:1r'':13 khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia knsusus
ntuk "1,:1,'ak& gas bumi, tekstit, plastjk. bahan kimia unluk kepertuan

L..__...L.:.:e:.:s...:.~.:.:h:.:.:.?!:~I,bahan klmls khUSUSlainnya

62 dust.-;,,,rc:elakan dan penerbilan
63 e;;":1"/.J alkali natrium alau kalium. logam alkali, senyawa alkali

alnl1 r, :'aellikutanl sise & jasa penunJang induslri kimla dasar
no • < .. 'l; klor dan alkall

64 as i:1I!·I!;~r.gas muha atau bukan gas mulia, haslllkutani slsa & jase
enunj",~ industri kimir, dasar 3norganik dan gas Industrl

65 Igm!';' dengan da'.sBi'oksida limah hitam (lead oxlda) atau senyswe
roll", :: almen dengen dasar campuran zinc sulphide dan barium
ulphao lumasuk barium sulphale, plgmen dari logam ltanah, bahan
wan ,:' plgmen lei anorganlk lalnnye, hasil ilwtanl sisa & jasa

cnunj:-n!) Industrlklmla dasar anorganlk pigmen

66 lamer. jt'mla, fosOda. karblda, air suling! murni, udara calfl udara
om!"';·11 asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan
ogam
as.. 3Q';Janlk dan okslda logam, hldrokslda logam dan perokslda
oga'11 .Ionk lermasuk pigmen) : garnm legam dan garam peroksi dari
sa.., 1'1?r!)anik (nuorida, khlorida. bromida, yodlda, perkhiorat,
lpokh, JI,I. hlpobromlda, yodal, peryodal, sulfida, thiosulfat, persullet,
itril n'! at, fosfrt, losra~, slanlda, sillkel, khromat, blkhromal, dsb)



..• _..... ..•... nVestasi> 600 juta rupiah

76

77

76

75

74

73

72

:K1o:obr:.1 elhyl acetate, ether, carbon dlsufflde. dio
htalate (0':';:;, gl:.t:erin. dubutyl phtalate (DBP), dllsonll phtalat
DINP). dlJsOC!Jc)'1lli1lalal~ (DIDP). diheptyl phtstate (OHP). acetonftrile
myJacetat. "::ift.,,:1 sullit, diethylphtalale, dimethyl sulphoxide, pelaru
alnnya

m organl'< v~"Jic acid, formic (asarn semut), tannic, tartataric
adipic achi, :';~I'qluccnlc, picric, asetic acid (slnteUs bukan da
ayu). pa1m!tlr, :;:oprk.., glumatic acid, asam organlk lainnya
ster : lauTi~ ,,:,.; ccalic acid, poiyhidric alkohol. adipIc aCid. acell
cid, ester I~jn;'~';;
IaiM per,·,'c.;::~:.,n alkyp sulphonate! IInler alkylate sulphonat (LAS

Ikyl benzen« ':-';:I1:"1:mal(ABS) lalkyl arial sulphonal, alkyl oleti
ulphonal (.'.0,,\, ;II(yJsUlphonaV sodium alkyl sulpate, sodium laury
ulphate, AII:yl :, ~. sulph"tel alkyl ether sulphate. senyawa arnoniu
zartener, z'Il :.:;1,' oermukaan lainnya

ahan pengr,\"?: . formalin (Iarutan formaldehlde), nipagin, nipasol
sam sorbet, r.atrll :om1aldehide 8ulfok8l1al, natril Iso askorbat , natri
ehydroaca,s', nn~":1llen9awet lalnnya
Ikohol dan al.:" III 'ernak : methanol, etanol, fatty alkehel, alkhol da
ikohol iema!~1(I::,n1a;
olyhldric !!Ikor." . pt.nlaarytrilol, mannitol, 01l1U8i10l, polyhidry
Ikohollainn~a, _"~'ls
ahan or9;'>o1Ik1;';,n,'8 : mono sodium glutamale (MSG). kalsium sitrat
accherin, nalli:'IT. 'sikJamat, gararn.gBram stearat, bahan organi
alnnya;
asil IIMan/ sl$;' > <9:>apanunJan9 IKO organik yttgm;
upuk alam y.. ,..~ :)!'f1lsol dari batulln/ bukan batuan, pupuk alam! no
intelis lainn;'R, ,,'J-lid ikulan/ slsa & Jasa penunJang Industri pupuk ala
on slntelis;
upuk lung{jdl :' ;~05por) atau K (Kalium), pupuk buatan lun9ga
alnnya. hasil :.< ,IV11 elsa & jass penunjang industri pupuk buala
ung9al:
upuk buatan 'tt1i~r.1uk atau campuran, hasll Ikutan/ stsa & jas
enunJang Iil('Utlll pUJ-Iukbuatsn, rnajemuk dan campuran
upuk poI6n!)k:.." l.:'1ir.hasil ikulanl sisa dan jasa penulljang Induslr
upuk lainnya
arnar : "'KY' (.0 ,.- pollster, amino (amlnoplas). pOliamida, opoxide,
henolfe, alliCA:lM, '~rna; buatan lainnya. Hasit Ikulan/ elsa & jas
nunjang inJl!<llri ~i:mar buatan (resin sinletls) & bahan plaslik

alsks sir,lc',,!, polybutadine (BR), polyclorobutadine (CR),
olybuladine·o,w~n~ (CR), polychloroprene (neoprene). butyl rubbe
BR), acrylofilt·l;:. >Jtadillne (NBR). etylene-propylene non conjugal
iene rubber !f:'r:r.,,1/. karet buatan lalnnya, hasll Ikutanl sisa & jas
nunjang ir.r.h·.,; '::·,~tbuatan,

asa pen'Jnjt:l.~ :. ;!II!;lri bahan baku pemberantasan hama (industr
anufactUoinr.;

79 nsekiislda, ~lJr!1·,:(i!O, herbisioa, rodenUslda. nemalisida.molu81da
karlsida, algssba _(It"k pertanianl industrl
nsektislda (lId,' ro~!'mt!sida unluk rumah tangga, preparal pemba.sm
ama rum3r. 1;>-ilC::: (cJl~inrectance),pestldlda lainnya
asil ikul~nI l'i'::!lI ;.. j301a penunJa~ industri pemberantasan ham

ndustri formula,,11

71



Diundanskoo di P&tomb~"i
pada ,onaga! 6 -s - ~:(f~
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80 an luar, ban dalam C.,l/''':'J l\~ nya dari kertas yang dilelapaki lain da
ada karet keras, I>.. r. i';" ;'llgin bekas (used pneumatic tyros), ba
alnnya, hasll ikulan' ••'~.:: " .'1I:;a ;:>enunjang industri ban luat dan ba
atam

81 an luar yang ditelc:,'~t.' :i .;1rel telapak ban sudah ditelapaki lag 1
an yang dil!!lap;;.ki IIl!;1 ,.;.:.1"3, nasi! Ikulan! sisa & jasa penunjan
ndust(i yang dilel9pak: la~

82 rumb rubber
83 ipa dan slanq plasttk !'I'l!:I' i~'r..JnIsisa & jasa penunjang induslri pip

an slaf1g dari plastir.
84 erabol rumah 18n91;1;'01''' ·:~,:engkapannya dari plastik, mebel da

laslik. keperluan ,etci!!\.. t,l:-,riplastlk, nasi! Ikutan! sisa dan jas
enunjang lnduslr! ,;"rr-l>' 'j .;h:n_gkapan dan peralaten rurnah tahgg
an plaslik

85 emasan dari plil!-I'\:, ·1~·. ·.ulan! sisa dan [asa penunJang Indus1
emasan dari plasliK

86 asillkutan! sl;;8 & !;;',i j.,:'lll·)_ ••ng Industrl semen
87 bin semen, bala! jlroUIr:!:I ~"" ,pr,teng dari semen Investasl > 600 Juta rupiah
88 erlengkapan ru11181't;.r :"F'I r"';li tanah liat, tanpa atau dengan glazur

lasan rumah tangna ();, ~ ., I Ijurga segala lenls dari tanah liat, hasi
kutan! slsa & jass ;.:llh.lllj;>',;j Induslri barang dari lanah liat unlU
epertuan rumah Id'Il:J~1:
inng tanah liat tanpJi o : -:...;,1 glilzur (segala Jenls), cangkir & plsl
enah llat tanpaf de"~",,, ~""~t

89 atu bata berongga alf', ·:!;II. fl3rcI'1gga press mesin
atu bata press mf'~:.' (;d" •ng9n, semen merah, kerikil tanah lial
atu bata lalnnya d:,!,1 ')"k" '''s', hasi! Ikutan! slsa & jasa penunjan
ndustri bulu oala dllJ 1",';'. Ii..;

90 emeng kodok dl !}I~ ..~,'I~I,' , ~!Jkdlgla7.ur press mesln
enteng press rnesu, 1')', ::I'qa -,YIOnteng lalnnya dan tanah lIat. has]
kulan! slsa & [asa ;<!."'.'11.,'" : uiuslri genleng dari tanah liat

91 ndustri alai dapur rlJ,l .. lunu .. um
92 Musll'i alat oapur (:·11I~'?:T ::I!;<ln aluminium
93 emelihsraan dan v'!rJ:loi.<:':',n '?~in listntc
94 ndustri barang pNhlds:,\ 1:~!"")1'9aunluk kepertuan pribadl dari bah a

ukan logam rnulia
95 ndlJstrVusahafkegi'l'a" '1::.!c, :,\13k termasuk dalam nomor 1 s.d

kan tatapilidak ler"'33Ji' ;1,. "Im "/Jjib AMDAL~--~~--------~--------~




